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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR…TAHUN....

TENTANG

PENYELENGGARAANPERPARKIRAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : a. bahwadalam rangkamelakukanpenertibanterhadappara

pengguna lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk

mewujudkankawasanlalulintasyangaman,tertib,lancar,

dan terpadu,perlu adanya pengaturan penyelenggaraan

perparkirandidaerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa,perlumenetapkanPeraturanWaliKotatentang

PenyelenggaraanPerparkiran;

Mengingat : 1. Pasal18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik

IndonesiaTahun1945;

2. Undang-UndangNomor47Tahun1999tentangPembentukan

Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai

Barat,KabupatenKutaiTimurdanKotaBontang(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3839)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai

Barat,KabupatenKutaiTimurdanKotaBontang(Lembaran
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NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor74,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3962);

3. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014

Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23

Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANGG PENYELENGGARAANN

PERPARKIRAN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Keputusaniniyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. WaliKotaadalahWaliKotaBontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan

daerahotonom KotaBontang.

4. PerangkatDaerah adalah unsurpembantu WaliKota dan

Dewan Perwakilan RakyatDaerah dalam penyelenggaraan

urusanpemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. 
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5. Parkiradalahkeadaantidakbergeraksuatukendaraanyang

tidakbersifatsementara.

6. TempatParkiradalahfasilitasParkirpadalokasitertentu,baik

yangberadaditepijalanumum maupunditempatkhusus

parkiratautempatpenitipankendaraanyangmemungutbiaya

ataupuntidakmemungutbiaya.

7. ParkirdiTepiJalan Umum adalah pelayanan parkiryang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan

objekpajakpelayananParkirdiTepiJalanUmum.

8. ParkirdiTempatKhususadalahtempatParkirberupagedung

Parkir,pelataranParkir,lingkunganParkir,danjenistempat

ParkirlainnyayangdisediakandandimilikiPemerintahDaerah,

orangpribadi,atauBadan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modalyang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya,badan

usaha miliknegara atau Daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,

lembaga,bentukusahatetapdanbentukbadanlainnya.

10.ParkirInsidentiladalahtempatParkiryangdiselenggarakan

secaratidaktetap,baikmempergunakanfasilitasumum Parkir

maupunfasilitasParkirkhusus,yangdiselenggarakankarena

terdapatkegiatantertentu.

11.PajakParkiradalahpajakataspenyelenggaraantempatparkir

diluarbadanjalan,baikyangdisediakanberkaitandengan

pokokusahamaupunyangdisediakansebagaisuatuusaha,

termasukpenyediaantempatpenitipankendaraanbermotor.

BABII

PENYELENGGARAANPARKIR

BagianKesatu

TempatParkir
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Paragraf1

Umum

Pasal2

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Tempat

ParkirdiDaerah.

(2)Dalam menyelenggarakanTempatParkir,PemerintahDaerah

dapatbekerjasamadenganorangpribadiatauBadan.

(3)PenyelenggaraanTempatParkirsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)meliputi:

a.ParkirdiTepiJalanUmum;dan

b.ParkirdiTempatKhususParkir.

Pasal3

(1)LokasiTempatParkirdiTepiJalanUmum danTempatParkir

diTempatKhusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah

DaerahditetapkandenganKeputusanWaliKota.

(2)LokasiTempatParkirsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

memperhatikan:

a.rencanatataruangwilayah;

b.keselamatandankelancaranlalulintas;

c.kelestarianlingkungan;dan

d.kemudahanbagipenggunalahanParkir.

Paragraf2

ParkirdiTepiJalanUmum

Pasal4

Penyelengaaraan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2 ayat(3)hurufa dilaksanakan oleh

PemerintahDaerah.

Paragraf3

ParkirdiTempatKhususParkir

Pasal5
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PenyelenggaraanParkirdiTempatKhususParkirsebagaimana

dimaksuddalam Pasal2ayat(3)hurufbdapatdilaksanakanoleh:

a.PemerintahDaerah;

b.orangpribadi;dan

c.Badan.

BagianKedua

TarifParkir

Pasal6

(1)ParkirdiTempatKhususParkiryangdiselenggarakanoleh

orangpribadiatauBadandapatmemunguttarifParkirkepada

penggunaParkir.

(2)TarifParkirsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkan

denganKeputusanWaliKota.

Pasal7

(1)TarifParkirsebagaimanadimaksuddalam Pasal6ayat(1)

dapatdipungutdengancaratarifprogresif.

(2)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan suatu bentuk pelayanan jasa Parkir dengan

dikenakan pungutan Pajak yang bertambah untuk setiap

jangkawaktutertentu.

BABIII

PERIZINANTEMPATPARKIRDITEMPATKHUSUSPARKIR

BagianKesatu

PersyaratanIzin

Pasal8

(1)Dalam menyelenggarakan ParkirdiTempatKhusus Parkir,

penyelenggaraParkirsebagaimanadimaksuddalam Pasal5

hurufbdanhurufcwajibmengajukansuratpermohonanizin

penyelenggaraanParkirdiTempatKhususParkirkepadaWali

Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi

Perhubungan.

(2)Suratpermohonanizinsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

harusmemenuhipersyaratanadministrasimeliputi:
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a.fotokopikartutandapenduduk;

b.fotokopiaktapendirianperusahaanbagiBadan;

c.pasfoto4x6sebanyak3(tiga)lembar;

d.fotokopinomorpokokwajibpajakataufotokopinomor

pokokwajibpajakperusahaan;

e.denah/gambarlokasiTempatParkir;

f.fotokopibuktikepemilikanlahan;

g.luasan Tempat Parkir berupa surat pernyataan oleh

penyelenggaraParkirorangpribadiatauBadan;dan

h.rencanatarifParkiryangdipungut.

(3)Dalam hallahanyangdiajukansebagaiTempatKhususParkir

merupakanmilikoranglain,makapenyelenggaraParkirharus

melengkapisuratpersetujuan tidak keberatan daripemilik

lahan.

(4)Formatsuratpermohonanizinsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)danformatsuratpersetujuantidakkeberatandari

pemiliklahan pada ayat(3)ditetapkan dengan Keputusan

KepalaPerangkatDaerahyangmembidangiperhubungan.

BagianKedua

PenerimaanatauPenolakanIzin

Pasal9

(1)Petugas PerangkatDaerah yang membidangiperhubungan

melakukanverifikasipersyaratanPenyelenggaraanParkirdi

TempatKhususParkiryangdiajukanolehpemohon.

(2)Apabila berkas dinyatakan belum lengkap,maka petugas

Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan

mengembalikanberkaskepadapemohonpalinglama2(dua)

harisejakdinyatakanberkasditolak.

(3)Penolakanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(3)

dilaksanakandenganmenerbitkansuratketeranganpenolakan

yang ditandatanganioleh Kepala PerangkatDaerah yang

membidangiperhubungandisertaidenganalasanpenolakan.

BagianKetiga

PenerbitanIzin
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Pasal10

(1)Kepala PerangkatDaerah yang membidangiperhubungan

menetapkanizinpalinglambat5(lima)harikerjasejakberkas

dinyatakanlengkap.

(2)Apabila Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

perhubunganberhalanganlebihdari3(tiga)harikerjaberturut-

turut,penandatangananizindilakukanolehpejabatstruktural1

(satu) tingkat dibawah Kepala Perangkat Daerah yang

membidangiperhubungan.

(3)Pejabatstrukturalsebagaimana dimaksud pada ayat(2)

ditunjuk oleh Kepala PerangkatDaerah yang membidangi

perhubungan.

BagianKeempat

MasaBerlakuIzin

Pasal11

(1)Izin Parkirberlaku 3 (tiga)tahun dan dapatdiperpanjang

apabiladiajukanolehpemegangizinyangsama.

(2)PermohonanperpanjanganizinParkirsebagaimanadimaksud

padaayat(1)diajukankepadaWaliKotamelaluiPerangkat

Daerahyangmembidangiperhubunganpalinglambat1(satu)

bulansebelum masaizinberakhir.

BagianKelima

PerubahanIzin

Pasal12

(1)ParkirdiTempatKhusus Parkiryang telah dikelola dapat

diajukanpermohonanperubahanluasankepadaWaliKota.

(2)Permohonanperubahanluasansebagaimanadimaksudpada

ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat

permohonanperubahanluasanTempatParkirkepadaWali

Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi

perhubungan.

(3)Ketentuanmengenaipersyaratanadministrasipermohononan
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izinParkirsebagaimanadimaksuddalam Pasal8ayat(2)dan

ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap

permohonan perubahan luasan Tempat Parkir dengan

ditambahkansyaratadministrasiberupadenah/gambarlokasi

perubahanluasan.

(4)Formatsuratpermohonan perubahan luasan sebagaimana

dimaksud ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala

PerangkatDaerahyangmembidangiperhubungan.

(5)

BagianKeenam

KewajibanPenyelenggaraParkirdiTempatKhususParkir

Pasal13

(1)PenyelenggaraParkirdiTempatKhususParkirwajib:

a. menjagakeamanan,ketertiban,dankelancaranaruslalu

lintasTempatParkir;

b. melengkapifasilitasParkirpalingsedikitberuparambu,

marka,danmediainformasitarifdanwaktu;

c. membayar Pajak Parkir sesuai ketentuan peraturan

perundang-undanganbagiorangpribadidanBadan;dan

d. membayarsewapemanfaatanlahanyangdikuasaioleh

Pemerintah Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undanganbagiorangpribadidanBadan.

(2)SetiappenyelenggaraParkirdiTempatKhususParkiryang

melanggarketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dikenakansanksiadministratifberupa:

a. teguranlisan;

b. peringatantertulis;dan/atau

c. penutupanlokasipenyelenggaraanParkir.

(3)Peringatantertulissebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf

bdiberikanapabilatelahdilakukanteguranlisanpalingbanyak

3(tiga)kalidengantenggangwaktu7(tujuh)hari.

(4)Penutupan lokasi penyelenggaraan Parkir sebagaimana

dimaksud pada ayat(2)hurufc diberikan apabila telah

dilakukanperingatantertulisdenganjangkawaktupalinglama

3(tiga)bulan.
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BABIV

PETUGASPARKIR

BagianKesatu

Umum

Pasal14

(1)Penyelenggaraan Parkir yang diselenggarakan oleh

PemerintahDaerahdilaksanakanolehPerangkatDaerahyang

menyelenggarakanParkir.

(2)Dalam menyelenggarakan Parkir,Perangkat Daerah yang

menyelenggarakanParkirdapatdibantuolehpetugasParkir.

BagianKedua

SuratPerintahTugasPetugasParkir

Pasal15

(1)PetugasParkirwajibmemilikisuratperintahtugasdariKepala

PerangkatDaerahyangmenyelenggarakanParkir.

(2)Untuk mendapatkan surat perintah tugas sebagaimana

dimaksud padaayat(1),calonpetugasParkirmengajukan

suratpermohonankepadaWaliKotamelaluiKepalaPerangkat

DaerahyangmenyelenggarakanParkir.

(3)Suratpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)

harus memenuhi persyaratan administrasi dengan

melampirkan:

a.formulirsuratpermohonan;

b.fotokopikartutandapenduduk;

c.pasfoto4x6berwarnasebanyak3(tiga)lembar;

d.surat pernyataan sanggup menaatikewajiban sebagai

petugasParkir;

e.suratpernyataanlainyangberkaitandenganpelaksanaan

tugaspetugasparkirmeliputi:

1. suratpernyataankesanggupandalam targetretribusi

Parkir;dan
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2. suratpernyataan kesanggupan bekerja dan disiplin

dalam bekerja;

f.suratpernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak

untukdanatasnamaPemerintahDaerah;dan

g.surat pernyataan sanggup mengikuti tahapan seleksi

penerimaanpetugasParkir.

(4)Dalam jangkawaktu6(enam)harisetelahmengikutiproses

seleksipenerimaan,petugas Parkiryang dinyatakan lulus

maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

ParkirwajibmenerbitkansuratperintahtugaspetugasParkir.

(5)SuratperintahtugaspetugasParkirberlaku1(satu)tahun

sejaktanggalditetapkan.

(6)Formatsuratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat

(3)hurufa,suratpernyataansebagaimanadimaksudpada

ayat(3)hurufdsampaidenganhurufg,dansuratperintah

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang

membidangiurusanperhubungan.

BagianKetiga

KewajibanPetugasParkir

Pasal16

(1)PetugasParkirwajibmenggunakanseragam yangdilengkapi

denganatributdantandapengenal.

(2)Atributdantandapengenalsebagaimanadimaksudpadaayat

(1)ditetapkandenganKeputusanKepalaPerangkatDaerah

yangmembidangiurusanperhubungan.

Pasal17

(1)PetugasParkirberkewajiban:

a. memberikan layanan masuk dan keluarnya kendaraan

padaTempatParkiryangmenjaditanggungjawabnya;

b. menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan

yangParkirpadaTempatParkiryangmenjaditanggung

jawabnya;

c. mengaturbatasParkiryangtelahditetapkan;
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d. memungut retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangan;

e. memberikan karcis Parkir atau dokumen lain yang

dipersamakankepadapenggunaParkir;

f. menyetorkanseluruhretribusiParkiryangtelahdipungut

pada TempatParkiryang menjaditanggung jawabnya

kepadaPerangkatDaerahyangmenyelenggarakanParkir.

g. melaporkandanberkoordinasidenganPerangkatDaerah

yang menyelenggarakan Parkir apabila terjadi

permasalahanpadaTempatParkiryangmenjaditanggung

jawabnya;dan

h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang

ditetapkan PerangkatDaerah yang membidangiurusan

perhubungan.

(2)Dalam hal Pemerintah Daerah menyelenggarakan Parkir

Insidentil,maka petugas Parkir dapat ditugaskan untuk

mengaturketertibandankeamananpadaTempatParkirlokasi

ParkirInsidentil.

Pasal18

(1)Petugas Parkir yang telah melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat(1)berhak

menerimahonorarium petugasParkir.

(2)Honorarium petugasParkirsebagaimanadimaksudpadaayat

(1)ditetapkandenganKeputusanWaliKota.

BagianKeempat

LaranganPetugasParkir

Pasal19

(1)Petugas Parkirdilarang mengalihkan tugas dan tanggung

jawabnyakepadapihaklain.

(2)Petugas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksiadministratif

berupa:

a.teguranlisan;

b.peringatantertulis;dan/atau
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c.pemberhentiansebagaipetugasParkir.

(3)Peringatantertulissebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf

bdiberikanapabilatelahdilakukanteguranlisanpalingbanyak

3(tiga)kalidengantenggangwaktu7(tujuh)hari.

(4)Pemberhentian sebagai petugas Parkir sebagaimana

dimaksud pada ayat(2)hurufc diberikan apabila telah

dilakukanperingatantertulisdenganjangkawaktupalinglama

3(tiga)bulan.

BagianKelima

PembinaandanPengawasanPetugasParkir

Pasal20

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Parkir

dilaksanakanolehPerangkatDaerahyangmenyelenggarakan

Parkir.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat

berupa:

a.pelatihan atau sosialisasimengenaitata cara layanan

perparkiran, keselamatan, dan keamanan lalu lintas;

dan/atau

b.pembinaan aspek lainnya dalam halyang berhubungan

denganperparkiran.

(3)Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan

dengancarapeninjauanlapanganpadasetiapharikerja.

(4)Dalam haladanya aduan darimasyarakatdan/atau tidak

tercapainyatargetpendapatanretribusiParkir,makadilakukan

evaluasioleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

Parkir.

Pasal21

Dalam halpelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap

petugasParkirdiselenggarakanolehorangpribadiatauBadan,

maka dapatdilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah

melaluiPerangkatDaerahyangmembidangiurusanperhubungan

denganorangpribadiatauBadanyangmembawahipetugasParkir

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
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BABV

PENGGUNATEMPATPARKIR

Pasal22

SetiappenggunaTempatParkirberhakmendapatkankarcisatau

dokumenlainyangdipersamakansebagaialatbuktipembayaran

Parkir.

Pasal23

(1)Sebelum meninggalkanlokasiparkir,penggunaTempatParkir

wajib menunjukkan karcis atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagai bukti pembayaran Parkir kepada

petugasParkir.

(2)Dalam halpenggunaTempatParkirtidakdapatmenunjukkan

buktikarcis atau dokumen lain yang dipersamakan,maka

pengguna TempatParkirwajib menunjukkan surattanda

nomorkendaraankepadapetugasParkir.

(3)Pengguna Tempat Parkir yang melanggar ketentuan

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)dikenakan

sanksiadministratifberupa penahanan suratidentitas diri

sebagaijaminan.

BABVI

LARANGANPARKIR

Pasal24

(1)Setiap orang dilarang Parkir di tempat yang tidak

diperuntukkanuntukParkir.

(2)Setiaporangdilarangmenempatkankendaraanyangdapat

mengurangiataumerintangikebebasankendaraanyangakan

keluar atau masuk Tempat Parkir dan/atau dapat

menyebabkanterganggunyakelancaranlalulintas.

(3)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
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dimaksudpadaayat(1)danayat(2)dikenakantindakanoleh

petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan

perhubunganberupa:

a.penguranganrodaanginkendaraan;

b.pencabutanpentilbankendaraan;dan/atau

c.pemindahankendaraan.

BABVII

PEMBINAANDANPENGAWASANPERPARKIRAN

Pasal25

(1)PembinaandanpengawasanterhadappenyelenggaraanParkir

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

perhubungan.

(2)Perangkat Daerah yang membidangiperhubungan dapat

bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh

PemerintahDaerah,orangpribadi,danBadan.

(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berupa

pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis

operasionaldilapangan.

(4)Pengawasan sebagaimanadimaksud padaayat(1)berupa

pemantauandanevaluasiataspenyelenggaraanperparkiran.

BABVIII

PEMBIAYAAN

Pasal26

SegalabebanbiayayangtimbulakibatditetapkannyaPeraturan

WaliKotainidibebankanpadaanggaranpendapatandanbelanja

Daerah.

BABIX
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KETENTUANPERALIHAN

Pasal27

SetiappenyelenggaraParkiryangbelum memilikiizinsetelah

PeraturanWaliKotainiberlaku,wajibmenyesuaikandengan

PeraturanWaliKotaini.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal28

PadasaatPeraturanWaliKotainimulaiberlaku,makaPeraturan

WaliKotaNomor21Tahun2010tentangLokasiParkirDalam

WilayahKotaBontang(BeritaDaerahKotaBontangTahun2010

Nomor21),dicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal29

PeraturanWaliKotainimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan

Peraturan WaliKota inidengan penempatannya dalam Berita

DaerahKotaBontang.

Ditetapkandi Bontang

Ditetapkandi Bontang

padatanggal……....

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI

DiundangkandiBontang

padatanggal…

Pj.SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,
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AGUSAMIR

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…NOMOR…


